
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian nasional telah menghasilkan diversifikasi produk 

barang dan jasa yang dapat dikonsumsi masyarakat banyak. Dengan kondisi seperti ini 

sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang dan/atau 

jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih 

aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuannya. Dalam kegiatan 

transaksi barang dan/atau jasa ini menimbulkan hubungan saling membutuhkan antara 

pelaku usaha dengan konsumen dimana pelaku usaha memiliki kepentingan untuk 

memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dari transaksi dengan konsumen, dan 

konsumen pun berhak untuk memperoleh kepuasan dari pemenuhan kebutuhannya oleh 

pelaku usaha. 

Kegiatan transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang terjadi 

dalam kehidupan bermasyarakat pada saat ini menimbulkan suatu keadaan yang menarik 

dimana banyaknya permasalahan antara pelaku usaha dengan konsumen, hal tersebut dapat 

menimbulkan suatu kasus atau sengketa yang kemudian para pihak yang bersengketa harus 

menyelesaikan permasalahan tersebut, karena adanya kegiatan jual beli maka timbul 

permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan jual beli seperti perdagangan barang dan/ 

jasa maka dari hal ini harus lebih diperhatikan karena perdagangan akan selalu berkaitan 

dengan konsumen.  

Adanya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

yang selanjutnya disingkat dengan UUPK bertujuan untuk memberikan perlindungan 

konsumen di Indonesia yang selama ini kurang mendapat perhatian agar bisa lebih baik 

dari sebelumnya. Untuk mencegah pelaku usaha terus-menerus berlaku curang, Undang-



undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan ruang 

bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya yang telah dilanggar. Hal ini dikemukakan 

oleh Happy Sutanto bahwa:1  

UUPK Pasal 45 ayat 1, setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku 

usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen 

dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan 

umum. Gugatan terhadap masalah pelanggaran hak konsumen perlu dilakukan 

karena posisi kosumen dan pelaku usaha sama-sama berimbang di mata hukum. 

Transaksi antara pelaku usaha dan konsumen dalam hubungan hukum sangat 

rentan terjadi perselisihan antara perbedaan pemahaman akan menimbulkan perbedaan 

penafsiran yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik. Penyebab konflik biasanya 

menyangkut tiga hal yakni harga, kualitas dan kegunaan barang dan/atau jasa. Dengan 

demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi, baik itu dari pihak 

konsumen maupun dari pihak pelaku usaha sendiri sehingga menyebabkan timbulnya 

suatu sengketa.  

Pada era ekonomi global saat ini masalah perlindungan konsumen semakin gencar 

dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan 

perbincangan di masyarakat, selama ini masih banyak konsumen yang dirugikan karena 

perilaku curang oleh pelaku usaha. Untuk mencegah pelaku usaha terus-menerus berlaku 

curang, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah 

memberikan ruang bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya yang telah dilanggar yang 

mana dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi saat ini dapat diselesaikan dengan 

melalui jalur Litigasi/pengadilan maupun non Litigasi/diluar pengadilan. 

Penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi tidak memberikan hasil sesuai dengan 

apa yang diharapkan oleh pelaku usaha maupun konsumen, ini disebabkan karena proses 

 
1 Happy Susanto, 2008, Hak-hak Konsumen jika dirugikan, Transmedia pustaka, Jakarta Selatan. hlm 

75. 



penyelesaian sengketa melalui litigasi akan berakhir dengan putusan kekalahan salah satu 

pihak yang nantinya merusak dunia bisnis kedepannya.2 Penyelesaian sengketa secara 

Litigasi saat ini dirasa sering merugikan pelaku usaha dan konsumen karena apabila para 

pihak menghadapi sengketa tertentu maka dia akan berhadapan dengan proses peradilan, 

yang mana proses di pengadilan dikenal lambat sehingga memakan waktu dan biaya 

perkara yang mahal sedangkan dalam dunia bisnis diharapkan sedapat mungkin tidak 

merusak dunia bisnis kedepannya. 

Berdasarkan hal tersebut dengan itu para pihak lebih memilih untuk menyelesaikan 

sengketa di luar pengadilan atau non litigasi yang dirasa dapat menguntungkan kedua 

belah pihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dalam 

Undang-Undang tersebut terdapat pilihan penyelesaian di luar pengadilan yakni 

Konsultasi, Negoisasi, Mediasi dan Konsiliasi. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan 

atau secara non litigasi yang sering ditempuh oleh pelaku usaha dan konsumen adalah 

melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).  

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas 

menangani dan menyelesaikan perkara khusus konsumen (small claim court) yang dalam 

proses penyelesaiannya perkara sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat 

agar proses beperkara berjalan cepat, sederhana, dan murah dengan begitu BPSK hanya 

menerima perkara yang nilai kerugiannya kecil.3 Ketentuan yang mengatur BPSK dalam 

menjalankan tugas didasari Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 

Indonesia Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 3 Huruf a menyebutkan bahwa 

 
2 Eli Wuria Dewi, 2005, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 133. 

3 Marianus Gaharpung, 2012, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku 

Usaha, Jurnal Yustika, Vol. III No. 1, hlm. 43. 



proses penyelesaian sengketa di BPSK dapat ditempuh melalui tiga cara yakni dengan cara 

Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase. Dari ketiga alternatif penyelesaian sengketa yang dapat 

ditempuh di BPSK, mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang sering 

dilakukan dan diterapkan oleh BPSK, begitu juga dengan penyelesaian yang terjadi pada 

BPSK Kota Padang dengan begitu timbul permasalahan bagaimana mekanisme 

penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh BPSK, Lalu Apa faktor yang mempengaruhi 

efektifitas mediasi dalam penyelesaian mediasi dalam penyelesaian sengketa konsumen di 

BPSK.  

Berdasarkan dengan uraian pada latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih jauh tentang “EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM 

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN 

SENGKETA KONSUMEN DI KOTA PADANG”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi di 

badan penyelesaian sengketa konsumen kota padang? 

2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas mediasi dalam penyelesaian 

sengketa konsumen di BPSK kota padang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi di 

badan penyelesaian sengketa konsumen kota padang 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas mediasi dalam 

penyelesaian sengketa konsumen di BPSK kota padang. 



D. Metode Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka diperlukan suatu 

metode penelitian agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.  

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini metode yang peneliti gunakan untuk menjawab permasalahan 

diatas adalah jenis penelitian hukum sosiologis (Socio legal Rescach) yaitu penelitian 

berupa yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto, Pendekatan yuridis sosiologis 

adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum 

secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.4 Metode yuridis empiris 

adalah metode yang digunakan untuk membandingkan antara peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan kenyataan pada praktiknya (das sein dan das solen) 

khususnya mengenai efektifitas mediasi dalam penyelesaian sengketa konsumen oleh 

badan penyelesaian sengketa konsumen di kota padang. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber 

pertama tanpa perantara pihak lain yaitu masyarakat atau yang disebut dengan 

data dasar.5 Penulis mendapatkan data primer ini melalui wawancara dengan 

Bapak Ikhlas Perdana selaku salah satu Majelis di BPSK Kota Padang, ibu Sofni 

Aziria dan bapak Afrinaldi selaku sekretariat BPSK Kota Padang dan 3 Orang 

Konsumen BPSK Kota padang yaitu Melisye, Syaulani affandi dan Zulfira 

Marlinda. 

b. Data Sekunder  

 
4 Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 

Press, hlm. 51. 
5 Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum. (Filsafat, Teori dan Praktik), 

Rajawali Pers, Depok, hlm 214. 



Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari 

sumbernya yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku teks, hasil 

penelitian sebelumnya, jurnal dan sebagainya.6 Data sekunder itu terdiri dari:7 

a) Bahan hukum primer, yaitu berbagai bahan hukum yang mengikat seperti 

aturan peraturan perundang-undangan. Dalam pengkajian lebih lanjut 

tentang Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Padang. Ini peneliti 

menggunakan peraturan perundang-undangan, antara lain:  

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

(4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. 

(5) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 

Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 

(6) Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor: 1089/MDag/Kep/12/2011 

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota BPSK dan Sekretariat 

BPSK. 

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku, hasil 

penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain 

 
6Ibid., hlm 215. 
7 Ibid., hlm 216. 



c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan 

lainnya 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-

undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan 

dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Teknik pengumpulan data 

dalam penulisan ini: 

a. Wawancara 

Menurut Esterberg dalam buku metodologi penelitian hukum karangan Suteki 

dan Galang Taufani, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu.8 Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat 

daftar pertanyaan yang semi terstruktur dan bersifat focus kepada pertanyaan-

pertanyaan agar tetap pada pokok permasalahan untuk di tanyakan kepada bapak 

Ikhlas Perdana selaku Majelis Bpsk kota Padang 

b. Studi Dokumen  

Studi dokumen diperlukan untuk mendapatkan data konkrit terkait dengan objek 

penelitian, sehingga menjadi pendukung data yang didapatkan. Dokumen yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:  

1) Peraturan Perundang-undangan 

2) Buku-buku 

3) Bahan atau data yang didapatkan di kantor BPSK Kota Padang. 

4. Analisis Data 

 
8 Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta, Hlm 226. 



Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Analisis kualitatif adalah analisis terhadap data-data yang telah diperoleh yang 

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pandangan para 

ahli terkait permasalahan yang diteliti. Dimana pada dasarnya data yang diperoleh 

berupa uraian kalimat. Dengan menganalisis data diperoleh dan disusun secara 

tersusun dan sistematis sehingga dapat dijelaskan, dirumuskan dan ditarik kesimpulan 

sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif. 

 


